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PENDAHULUAN

Sekitar satu dasa warsa terakhir
Polisi Republik Indonesia berupaya
keras membenahi diri baik dalam
memenuhi harapan mereka yang te-
lah mengemukakan kritikan-kritik-
an membangun terhadap organisasi
dan fungsinya, maupun dalam
“menjawab’’ tantangan missinya
yang meliputi skala besar yakni
turut aktif ambil bagian dalam usa-
ha menanggulangi ancaman, gang-
guan, hambatan dan tantangan
yang dihadapi negara kita yang
sedang melancarkan pembangunan
nasional serta skala kecil dan lebih
khusus yaitu kesertaan dalam mem-
bina sistem peradilan pidana Indo-
nesia yang manusiawi, yang me-
menuhi cita dan citra masyarakat
Pancasila.

Masalah yang -senantiasa diha-
dapi Polri adalah penilaian masya-
rakat dari berbagai strata terhadap
potret dirinya yang memiliki missi
pengabdian ganda, secara tidak pro-
porsional dan dicampuradukkan
eadamikian rupa  sehinaga kesim-

pulan penilaian selalu jatuh pada
anggapan bahwa Polri tidak baik
dengan sinisme yang tidak enak
didengar. :
Sebagai orang di luar Polri
penulis merasakan bahwa penilai-
an semacam ini terasa berat sebe-
lah, tidak obyektif dan bisa mem-
bawa dampak negatif bagi Polri
sebagai bagian milik kita bersama,
Polisi milik Republik Indonesia
yang harus dijaga wibawanya.
Untuk dapat memperoleh tolok
ukur yang lebih obyektif dan pro-
porsional dalam mengevaluasi Pol-
ri serta untuk memberi penilaian
khusus mengenai kedudukannya
dalam sistem peradilan pidana, di
bawah ini akan dipapar butir-butir
yang diharapkan dapat merupakan
masukan bagi Polri sendiri dan
bagi masyarakat pada umumnya.

1. Polisi

Ada kesamaan identitas Polisi di
berbagai negara yaitu tugasnya yang
berhubungan dengan penanggulang-
an keiahatan atau kasarnva musuh



kejahatan, namun di sana-sini ada
perbedaan tanggung-jawab polisi
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya: serta
sejarah dan aspek sosial budaya
bangsa yang melatar belakanginya.
Sebagai contoh di negeri Belanda
dan negara-negara Eropa lain Polisi
hanya ‘berfungsi- dalam sistem pe-
radilan < pidana, di negara negara
lain’ mungkin disiapkan juga dan
berada dalam barisan anti terorisme
yang bertugas dalam jajaran pem-
belaan ‘negara. Betapapun . Polisi
di  Indonesia atau Polri memiliki
identitasnya sendiri menurut
Undang-undang No. 13 Tahun 19617
tanggal 30 Juni 1967 tentang Ke-
tentuan-ketentuan pokok Kepoli-
sian.

Adapun Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia ialah alat negara
penegak — hukum yang berfungsi
memelihara keamanan dalam ne-
geri; dengan tugas-tugas :

a. 1) Memelihara ketertiban dan
menjamin keamanan umum;

2) Mecegah dan memberantas

menjalarnya_ penyakit-penya-
kit masyarakat;

3) Memelihara keselamatan ter-

hadap gangguan dari dalam;

4) Memelihara keselamatan

orang, benda dan masyarakat,
termasuk memberi perlin-
dungan dan pertolongan; dan

5) Mengusahakan ketaatan war-

ga negara dan masyarakat ter-
hadap  peraturan-peraturan
negara.

b. Dalam bidang peradilan menga-
dakan penyelidikan atas keja-
hatan-dan pelanggaran menurut
ketentuan-ketentuan dalam hu-
kum Acara Pidana dan lain-lain
peraturan negara;

c. Mengawasi aliran-aliran keperca-
yaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara;

d. Melaksanakan tugas-tugas khusus
lain yang diberikan kepadanya
oleh suatu peraturan negara.

(Pasal 1 dan 2).

Kepolisian negara dalam menjalan-

kan tugasnya selalu menjunjung

tinggi hak-hak azasi rakyat dan
hukum negara. Di samping itu

dalam Pasal 3 UU No. 13/1961

ditegaskan bahwa Kepolisian ne-

gara adalah Angkatan Bersenjata,

Maka menurut hukum Kepaolisian

Negara Republik [ndonesia atau

Polisi Negara Republik [ndone-

sia atau Polri adalah Penegak Hu-

kum dan bagian dari Angkatan

Bersenjata  Republik  Indonesia

(ABRI).

Sebagai bagian dari ABR/ eva-
luasi pelaksanaan tugas Polri tidak
terlepas dari keutuhan ABR/ se-
bagai kekuatan inti dalam Sistem
Pertahanan Keamanan Rakyat Se-
mesta, yang dengan kekurangan
yang masih ada telah membukti-
kan kemampuannya bersama rak-
yat dan segenap potensi nasional
berhasil mempertahankan dan me-
ngisi kemerdekaan. Keberhasilan
nampak jelas lebih-lebih setelah
Orde Baru yang dengan kekom-



pakannya ABRI| bersama rakyat
telah berhasil memelihara stabi-
litas nasional sehingga pembangun-
an nasional dapat berjalan sesuai
yang telah direncanakan dalam
Repelita dan ditetapkan dalam
GBHN pada Ketetapan-ketetapan
MPR hasil Pemilu sejak Pemilu
1971 sampai dengan Pemilu 1987.

Sedangkan bahan untuk evaluasi
keberadaan dan pelaksanaan tugas
Polri sebagai alat negara penegak
hukum di dalam mekanisme pera-
dilan pidana akan terpapar pada ba-
hasan berikut.

2. Kharakteristik Hukum Pidana.

Hukum pidana berbeda dengan
bidang-bidang hukum lain, sehingga
penegakkannya dalam sistem pera-
dilan pidana akan berbeda pula se-
perti ditegaskan pakar hukum pi-
dana Prof. MR.LHc. Hulsman bah-
wa sistem peradilan pidana merupa-
kan sistem yang berbeda dibanding
dengan sebagian besar sistem sosial
lain, karena menimbulkan keadaan
yang tidak sejahtera bagi yang di-
kenal. “Output” yang bersifat lang-
sung berupa penahanan, hukuman
penjara yang berat, bahkan di ba-
nyak negara masih diterapkan hu-
kuman mati. 1)

Sistem peradilan pidana dengan
ciri tersebut tidak terlepas dari
kharakteristik hukum pidana yang
konroversial seperti dikemukakan
Mr. J.M. Van Bemmelen : “Da-
lam satu segi hukum pidana me-
nyimpang dari bagian lain dari
hikum wvaitu babwa dalam hu-

kum pidana dibicarakan soal pe-
nambahan penderitaan dengan se-
ngaja dalam bentuk pidana”. Tu-
juan utama semua bidang hukum
ialah menjaga ketertiban, ketenang-
an, kesejahteraan dan keamanan
dalam masyarakat, tanpa dengan
sengaja menimbulkan penderitaan.
Dalam hukum pidana, lain kea-
daannya. Dalam bentuk pidana. se-
seorang yang bersalah diancam
dengan penderitaan dan sering juga
penderitaan dilaksanakan terhadap-
nya. Dalam hukum pidana, negara
diberi kekuasaan untuk menimbul-
kan penderitaan dengan sengaja.2)

Sifat kontroversi hukum pida-
na adalah bahwa di satu pihak ia
berusaha menciptakan kesejahte-
raan, sedangkan di pihak Ilain,
pada orang-orang tertentu dapat di-
kenakan penderitaan, sehingga di
negara-negara Barat hukum pidana
ditambangkan dengan pedang ber-
mata dua.

3. Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan pidana meru-
pakan pengertian yang dapat dipa-
hami dalam tiga perspektif yaitu :
a. Sebagai sistem normatif, yakni

menghimpun perundang-un-
dangan yang mencerminkan ni-
lai-nilai sosial melalui rumusan
sangsi yang ditujukan terhadap
pelbagai tindak pidana;

b. Sebagai sistem administratif
yang mengelola usaha pene-
gakan hukum pidana oleh apa-
ratur penegak hukum yang me-
liputi badan kepolisian, kekua-



saan kejaksaan dan peradilan
serta lembaga pemasyarakatan;

c. Sebagai sistem sosial yang men-
cerminkan reaksi sosial terha-
dap kejahatan yang meliputi
berbagai unsur dalam kehidup-
an bermasyarakat.3)

Untuk menyimak, mengevaluasi
dan mengarahkan fungsi dan tugas
polisi serta untuk megetahui tem-
pat kedudukan Polisi di dalam
mekanisme bekerjanya administrasi
peradilan pidana, maka pengertian
dalam tulisan ini merupakan pa-
paran dalam perspektif sebagai sis-
tem administratif penegakan hu-
kum pidana di mana polisi menem-
pati kedudukan, dengan fungsi
dan tugas yang felas dalam sistem

peradilan pidana yaitu menegakkan

dan menerapkan hukum pidana
dalam  batas-batas = kewenangan
yang ditentukan undang-undang.

4, Polri Dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia.

Sejak 31 Desember 1981 Indo-
nesia memiliki Undang-undang No.
8/1981 yang dikenal dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pi-
dana atau KUHAP, yang menga-
khiri berlakunya Hukum Acara Pi-
dana lama yang diatur dalam H.I.R.
bagian Acara Pidana.

Dalam KUHAP sistem peradilan
pidana
menetapkan fungsi dan tugas para
penegak hukum vyang meliputi
Polri, kejaksaan, hakim pengadilan
dan petugas pemasyarakatan yang
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Indonesia diatur dengan

ngadilan. Adapun mekanisrme be-
kerjanya sistem peradilan pidana
melalui. tahap-tahap pemeriksaan
pendahuluan, penuntutan, pemerik-
saan, di depan pengadilan dan
pelaksanaan putusan pengadilan.
Tempat Polri dalam sistem
peradilan pidana Indonesia berada
pada bagian terdepan dan tahap
awal mekanisme peradilan yaitu
tahap “Pemeriksaan Pendahu/fuan”,
dengan tugas-tugas penyidikan ter-
hadap kejahatan yang terjadi de-
ngan kemungkinan dampak yang
cukup luas dalam hal-hal yang
berhubungan dengan :
Penangkapan
Penahanan
Penggeledahan
Penyitaan, Pemeriksaan Surat
Pemeriksaan saksi
Bantuan orang ahli
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Dalam pelaksanaan tugas-iugas ter-
sebut di atas Polri menghadapi
tantangan berat antara lain karena
reaksi dari mereka yang terkena
tindakan semacam itu dan orang-
orang terdekatnya, lebih-lebih apa-
bila kebetulan terjadi kasus error
in persona yang dapat mengundang
rangsang media-masaa yang secara
cepat akan menyebar luas di ka-
langan khalayak yang awam hukum
yang pada gilirannya akan me-
ngarahkan telunjuk ke arah Polri
secara keseluruhan.

Setelah sewindu usia KUHAP
sebenarnya Polri dalam sistem pe-
radilan pidana telah banyak peru-
bahan dan kemajuan dengan ber-
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gesernya sistem inquitoir ke arah
sistem accusatoir di mana Polisi
yang memeriksa dalam tahap pe-
meriksaan pendahuluan mengem-
ban missi yang sangat suci dan
mulia dipandang dari segi per-
lindungan harkat dan martabat
manusia, yaltu mencari kebenaran
tentang terjadinya peristiwa pidana
dan' menangkap si pelaku, serta
tidak kurang pentingnya untuk me-
nyelamatkan dan membebaskan ter-
sangka yang tidak bersalah.

Pengaruh KUHAP yang berori-
entasi kearah = sistem accusatoir,
ditambah dengan mekanisme penga-
wasan vertikal secara herarkhis
dari esselon atasan terhadap bawah-
an dan pengawasan horizontal me-
lalui antara lain pengembalian ber-
kas berita acara pemeriksaan oleh
Jaksa agar dilakukan perbaikan dan
penyempurnaan serta lewat pra-
peradilan dan lain sebagainya, maka
pelaksanaan tugas Polri sebagai esse-
lon terdepan dalam sistem peradil-
an pidana cenderung semakin man-
tap dan mapan walau pun masih di-
hadapi tantangan dan hambatan.

Salah satu tantangan berat
Polri dalam melaksanakan tugas
dalam sistem peradilan pidana ada-
lah beratnya beban Polri atas ang-
gapan masyarakat umum Yyang
menganggap masalah kejahatan ada-
lah urusan polisi semata-mata se-
perti di antaranya dikemudikakan
James Q. Wilson sebagai berikut :

The average citizen thinks of
+ha nnlire ac an nraanization ori-

marily concerned with preventing
crime and catching criminals, When
crime - increases or criminal un-
caught, the conventional public
response is to demand more or
better police-men. When the crime
rate goes down or a particulary
heinous crime is solved, the police
citet get-or at least try to ‘take-
the credit.4)

Beban Polri semakin . terasa
manakala dirasakan semakin ber-
kembangnya kualitas kejahatan se-
iring dengan perkembangan tekno-
logi yang melahirkan jenis-jenis kri-
minalitas non konvensional dengan
menggunakan teknologi canggih se-
perti kejahatan-kejahatan kompu-
ter, pemalsuan credit-card interna-
sional, pemalsuan surat dan tanda-
tangan VIP, kejahatan asuransi
dan jenis-jenis kejahatan terselu-
bung yang membutuhkan kecang-
gihan teknologi untuk membong-
karnya serta membutuhkan kema-
hiran dalam menerapkan hukum
pidana. Selain kriminalitas non-
konvensional yang pola-polanya se-
makin canggih, secara kuantitas
kejahatan  konvensional seperti
pembunuhan, pencurian, peram-
pokan dan lain-lain juga jumlahnya
semakin banyak dengan cara pelak-
sanaan yang semakin berani.

Keadaan yang demikian akan
membebankan Polri dengan setum-
puk kasus-kasus pidana pada tahap
pemeriksaan pendahuluan yang me-
nuntut penyelesaian cepat demi
kelancaran mekanisme peradilan
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KUHAP di tengah pengawasan
yang efektif secara vertikal, hori-
zontal dan sorotan tajam masyara-
kat dengan media massa yang
kritis. Maka dapati/ah dikatakan bah-
wa Polri dalam sistem peradilan pi-
dana bagaikan mesin yang ber-
putar selama 24 jam sehari dalam
memenuhi pesanan hasil produksi
yvang belum mencapai target.

5. Langkah dan Kesiapan Polri
Menjawab Tantangan.

a. Menghadapi kecenderungan na-
iknya jumlah kejahatan secara
kuantitatif dan kualitatif, Polri
membutuhkan piranti lunak
dan piranti keras secara seim-
bang dan komplemen.

1) Piranti lunak.

a) Kriminologi dengan persepsi
tepat-guna dengan latar bela-
kang aspek-aspek sosial budaya
dan realitas sosial yang mampu
secara peka mengakomodasikan
interaksi sosial yang terjadi;
sehingga dapat diterapkan kon-
sep pencegahan yang tepat dan
deteksi yang berhasil guna;

b) Kriminalistik dengan ilmu-ilmu
forensik yang dibutuhkan bagi
kepentingan peradilan seperti il-
mu-ilmu kedokteran kehakim-
an, balistik, toxikologi dan lain-
lain yang senantiasa harus di-
kembangkan sejalan dengan per-
kembangan pola pola krimina-
litas. Melalui sarana ilmiah ini
keterampilan profesional Polri
tercermin:

c¢) Hukum pidana dan hukum aca-
ra pidana yang perlu dikuasai
secara mendalam, mengingat
berkembangnya pola-pola kri-
minalitas terselubung yang me-
merlukan kemahiran penerapan
kaedah-kaedah pidana baik da-
lam KUHP maupun di luar
KUHP;

d) Viktimologi, yang mempelajari
hubungan antara penjahat dan
korbannya perlu mendapatkan
perhatian Polri guna diperoleh
metoda penanggulangan keja-
hatan yang lebih efektif antara
lain dengan mengembangkan
statistik korban di samping sta-
tistik kriminal;

e) Dan berbagai ilmu meta-yuridis
yang diperlukan seperti sosio-
logi, antropologi, psikologi dan
lain-lain.

2) Piranti keras.

Upaya pembenahan dan peman-
tapan aparatur Polri yang terus me-
nerus yang meliputi struktur organi-
sasi, personal dan peralatan sesuai
dengan tantangan tugas kini dan di
masa datang.

6. Dukungan Yang Dibutuhkan
Polri Dalam Sistem Peradilan
Pidana.

Betapa beratnya beban dan
tantangan tugas Polri dalam sistem
peradilan pidana mudah dapat dira-
sakan, sehingga ia memerlukan kon-
tribusi dari berbagai pihak. Kebu-
tuhan-kebutuhan primer di antara-
nva :



a. Sumbangan dari badan pembuat
undang-undang yang seyogya-
nya dapat menghasilkan per-
undang-undangan pidana yang
mantap dan berjangkauan ke
masa depan serta didukung oleh
ketentuan pelaksanaan yang da-
pat memberi panduan bagi para
penegak hukumnya.

b. Sumbangan dari badan peradil-
an berupa aparat-aparat pene-
gak hukum yang menunjang ke-
lancaran pelaksanaan tugas pe-
meriksaan pendahuluan dalam
mekanisme sistem peradilan pi-
dana yang utuh.

c. Koordinasi yang berhasil dan
berdaya guna dari segenap apa-
ratur pemerintahan yang terkait
dalam tugas penanggulangan
kejahatan.

d. Sumbangan yang sangat besar
pula artinya vyaitu partisipasi
masyarakat dengan penuh kesa-
daran bahwa masalah kejahatan
dan penegakan hukum adalah
masalah bersama dan bukan
tanggungjawab Polri semata-
mata.

PENUTUP

Akhirnya Polri beserta rakyat
(masyarakat) dalam mengemban
tugas yang berat ini perlu senanti-
asa berpegang pada pepatah yang

* Fight against crime.
Help delinquency.
Love Humanity.

telah merakyat yaitu : “Dadlio Pan-
dan Ringin Kaubane Wong Akeh”,
atau “Jadilah pohon beringin rin-
dang yang mampu mengayomi
orang banyak”. Hal ini mutlak
karena lambang hukum pidana
dan sistem peradilan pidana Indo-
nesia adalah pohon beringin penga-
yoman.

CATATAN :

1) “Hulsman, LHc; Sistem Peradil-
an - Pidana, saduran Soe-
djono Dirdjosisworo, CV,
Rajawali Jakarta, 1984, h.
1-2.

2) Bemmelen, J.M.Van; Hukum
Pidana 1, hukum pidana
material bagian umum, ter-
jemahan Hasnan; Binacipta
Bandung 1984, h, 13—14.

3) Kadish, Sanford H.; Encyclope-
dia of Crime and Justice,
the Free Press, A division
of Macmillan, Inc., New
York. Cllier Macmillan Pub-
lishers London, 1983, vo-
lume 2, p.450.

4) Wilson, James Q. ; Thinking
About Crime, Vintage
Books, New York 1977,
p.89.

—0000000—





